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PERATURAN MENTERI 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan sistem pengendalian intern di 

lingkungan pemerintah diperlukan penerapan manajemen 

risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik; 

  b. bahwa perkembangan kompleksitas penyelenggaraan 

pemerintahan guna mewujudkan efisien, efektif, ekonomis, 

akuntabilitas pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu 

menerapkan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap 

pengambilan keputusan, penyusunan, serta pelaksanaan 

program dan kegiatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
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Transmigrasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4355); 

3.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

5.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

6.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); 
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7.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1850); 

8.  Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENERAPAN 

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam 

pencapaian tujuan dan sasaran kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

2.  Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan 

berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, 

pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, 

termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk 

mengelola Risiko dan potensinya. 

3.  Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan 

Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan 

perkembangannya. 
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4.  Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang 

bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas 

Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas 

Risiko tersebut. 

5.  Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang 

bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur 

yang digunakan untuk mengelola Risiko di Kementerian. 

6.  Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang 

dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.  

7.  Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya 

yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang 

diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan 

bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. 

8.  Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan 

daerah tertinggal, dan transmigrasi.  

9.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. 

 

Pasal 2 

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

a.  berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai 

tambah; 

b.  terintegrasi dengan proses organisasi secara 

keseluruhan; 

c.  bagian dari pengambilan keputusan; 

d.  mempertimbangkan unsur ketidakpastian; 

e.  sistematis, terstruktur, dan tepat waktu; 

f.   didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia; 

g.  disesuaikan dengan keadaan organisasi; 

h.  memperhatikan faktor manusia dan budaya; 

i.   transparan dan inklusif; 
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j.   dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan 

k.  perbaikan terus menerus. 

 

Pasal 3 

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian 

bertujuan untuk: 

a.  mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko 

secara efektif dan efisien; 

b.  meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi; 

c.  memberikan dasar pada setiap pengambilan keputusan 

dan perencanaan; dan 

d.  meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan 

kinerja. 

 

Pasal 4 

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian 

bermanfaat untuk: 

a.  meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan 

keputusan; 

b.  perlindungan kepada unit kerja dan aparatur sipil 

negara; dan 

c.  mengurangi kejutan atas Risiko yang tidak diinginkan. 

 

Pasal 5 

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen 

Risiko meliputi: 

a.  komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan 

rencana tindakan; 

b.  pihak yang ditetapkan untuk secara langsung 

bertanggung jawab guna mengoordinasikan Proses 

Manajemen Risiko; 

c.  kesadaran setiap pejabat dan/atau Pegawai di 

lingkungan Kementerian terhadap prinsip Manajemen 

Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat 

dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari 

Manajemen Risiko yang efektif; 
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